BAB V
PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik

kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

a)

b)

Akuntan Publik dikategorikan sebagai pelaku usaha sesuai Pasal 1 angka 3
UUPK, tetapi hanya berdasarkan adanya kesesuaian unsur-unsur yang ada
dalam Pasal tersebut dengan tugas dari akuntan publik. Oleh karena tidak
diatur secara tegas, maka untuk itu harus digunakan metode penafsiran
gramatikal, yaitu suatu tata penafsiran Undang-Undang menurut arti
perkataan yang terdapat dalam Undang-Undang. Jadi dengan melihat
penjabaran dari metode penafsiran gramatikal, yang mana akuntan publik
melakukan profesi dengan menerima honorarium sebagai mata
pencaharian, hal ini sesuai dengan definisi pelaku usaha yang mempunyai
konotasi kegiatan ekonomi. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 angka 1 butir
b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang
menjelaskan bahwa Akuntan Publik wajib berdomisili di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya untuk akuntan publik dapat

diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Klien jasa akuntan publik dapat dikategorikan sebagai konsumen dalam
UUPK, karena pengertian konsumen selaku penerima jasa sama dengan
pengertian klien jasa akuntan publik selaku penerima jasa yang meminta
bantuan seorang profesional dalam hal ini adalah seorang akuntan publik.
Baik klien maupun konsumen sama-sama mempunyai hak dan kewajiban

sebagai penerima barang dan jasa.

UUPK tidak memberikan dan mengatur secara tegas mengenai
perlindungan pengguna jasa akuntan publik. Meskipun dalam UUPK
pengaturan jasa tidak diatur secara tersendiri, namun pengaturan jasa tidak

dibedakan dengan pengaturan barang. Berdasarkan penjabaran Pasal 8 ayat
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d)

1 huruf a, maka akuntan publik yang mempunyai tanggung jawab
profesional secara ekstern berdasarkan hukum terhadap kliennya, dapat

dikenakan UUPK.

Terhadap tanggung jawab Akuntan Publik dapat diberlakukan UUPK
karena UUPK mengatur pula mengenai tanggung jawab pemberi jasa
secara umum yaitu di dalam Pasal 19 UUPK. Klien akuntan publik dapat
mengajukan gugatan berupa ganti rugi baik materiil maupun immateriil

berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

2. Saran

a)

b)

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada
Undang-Undang Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik,
agar tidak terjadi adanya permasalahan hukum dikemudian hari yang
berkaitan dengan adanya pelayanan jasa yang diberikan oleh seorang

akuntan publik.

Dengan semakin berkembangnya zaman, UUPK seharusnya mengikuti
perubahan yang ada. Hingga saat ini UUPK dirasa masih kurang spesifik
dalam membahas mengenai sistem tanggung jawab pelaku usaha dalam
Pasal 1 bagian 3 UUPK. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai regulator
sangat penting untuk membentuk peraturan pelaksana yang membahas
secara lebih spesifik mengenai profesi apa saja yang tergolong “pelaku
usaha” sebagaimana dimaksud dalam UUPK sehingga dalam praktiknya

UUPK dapat diterapkan dan melindungi konsumen secara maksimal.
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